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BAB I

PENDAHULUAN
A. 
Latar Belakang Penelitian

Semenjak terjadinya krisis moneter dikawasan Asia tahun 1997, yang merusak bahkan menghancurkan berbagai sendi-sendi perekonomian negara-negara dikawasan Asia ini sehingga terjadi pergeseran system internasional. Indonesia dan Malaysia sebagai anggota dari kawasan ini turut terkena imbas dari badai krisis moneter. Malaysia dan struktur ekonomi yang lebih kuat dari Indonesia bisa menanggulangi krisis moneter ini lebih cepat. Ketimpangan perekonomian dari kedua negara yang bertetangga ini bisa menimbulkan masalah dalam kependudukan, Malaysia yang berpenduduk sekitar 21 juta jiwa dengan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang lebih maju dibanding Indonesia yang diperkirakan berpenduduk 210 juta jiwa dengan kondisi perekonomian yang belum juga menampakan kemajuan akibat krisis moneter tersebut.

Perdana menteri Mahathir Mohammad pernah mengingatkan dunia internasional bahwa memburuk nya krisis di Indonesia bisa saja menciptakan kaum pengungsi baru, dan tujuan pertama adalah Malaysia. Kaum pengungsi baru ini juga tidak hanya mengancam Malaysia akan tetapi mengancam negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya, suatu bentuk pengungsian sudah lama terjadi antara Indonesia dan Malaysia, fenomena pengungsi ini adalah TKI ilegal. Mereka merupakan penduduk Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan tanpa dokumen resmi. Para TKI illegal ini bekerja pada sector konstruksi, perkebunan, pembantu rumah tangga dan sebagian industri. Karena tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah, maka para TKI ilegal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Malaysia dan pihak KBRI disana.

Hubungan kedua negara telah terjalin dengan baik dan berlangsung sejak lama. Meskipun demikian masih ada beberapa permasalahan yang masih menghambat keharmonisan dari hubungan pemerintahan kedua negara. Masalah TKI yang berada di Malaysia ini sering menjadi persoalan yang menganjal diantara kedua pemerintahan. 

Terlebih ketika terjadi kerusuan TKI di Malaysia dan pemberlakuannya “Akta Imigresen 2002 No. 1154 membuat hubungan kedua negara semakin panas”. Kondisi ini dikarenakan kelemahan koordinasi dari berbagai instansi dari kedua pemerintah dalam mengatasi  permasalahan ini.

Birokrasi pemerintah Indonesia yang berbelit-belit dalam mengurus ijin dari para pencari kerja di luar negeri ini, membuat mereka menggunakan jalur-jalur illegal untuk dapat berangkat dan bekerja diluar negeri yang dalam hal ini di Malaysia. Selain kurangnya koordinasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia akan masalah ini, koordinasi dalam pemerintah Indonesia sendiri antara berbagai instansi yang akan berkepentingan dengan masalah ini sangat minim. Para pencari kerja ke luar negeri ini harus melalui berbagai macam pintu birokrasi yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Kekacauan manajerial dari proses pemberangkatan, ijin tinggal dan pemulangan para TKI ini yang menyebabkan banyak para pencari kerja yang akhirnya banyak memilih jalur illegal tanpa sadar akan konsekuwensi yang dihadapi.

Menyangkut Variabel Societal Suorces, berbagai kondisi dan perkembangan di dalam Negara Indonesia dikatagorikan sebagai factor internal bagi tercapai nya kebijakan politik Republik Indonesia dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin muncul antara Indonesia dan Malaysia. Kondisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga memungkinkan interaksi dari masyarakat dari kedua Negara untuk berhubungan dengan erat. Kesamaan etnik, budaya dan kemiripan bahasa dari masyarakat kedua negara memudahkan interaksi dari masyarakatnya.

Tetapi perbedaan kondisi perekonomian dari kedua negara ini merupakan potensi konflik yang cukup serius bagi hubungan Indonesia dan Malaysia. Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 210 juta jiwa dengan kondisi ekonomi nya yang buruk, serta tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan yang tersedia luas untuk rakyatnya. Untuk memenuhi permintaan kesempatan untuk seluruh rakyat Indonesia yang sangat besar, diperlukan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, banyak rakyat Indonesia yang sebetulnya merupakan tenaga kerja yang potensial tidak mendapatkan pekerjaan. Karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakannya masih sangat rendahnya kemampuan pemerintahan Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat nya.

Salah satu jalan keluarnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dari luar negeri. Malaysia sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia merupakan salah satu tujuan para pencari kerja yang banyak masuk tanpa ijin atau dokumen resmi untuk bekerja disana. Para TKI ini masuk dan bekerja dibidang yang tidak diminati atau ditinggalkan oleh pekerja Malaysia. Mereka bekerja disektor konsrtuksi, perkebunan, industri dan sebagai pembantu rumah tangga yang umumnya pekerja kasar.

Dilain pihak sebenarnya Malaysia sendiri diuntungkan oleh kehadiran TKI illegal ini, mereka bisa memperoleh pekerjaan murah dan mau bekerja kasar. Para TKI illegal ini juga lebih disukai dari para pekerja migrant dari negara lain karena kesamaan factor budaya dan bahasa yang hampir sama. Tetapi, para TKI illegal yang ada di Malaysia ini juga menjadi sumber masalah kependudukan, ketenagakerjaan, serta mereka melakukan tindakan kriminal. Menurut paparan data statistik tahun 2001 yang dikeluarkan kantor pusat kepolisian Malaysia, bahwa TKI merupakan populasi tertinggi terlibat dalam berbagai bentuk jenazah (tindak kriminal) seperti, penyalagunaan narkotika, perampokan, penipuan, pemerkosaan, pelacuran dan sebagainya.1
Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia memiliki suatu karakteristik yang unik. Dimana hubungan kedua negara dilandasi oleh adanya semangat bangsa yang “serumpun”, yang didalamnya terdapat beberapa kesamaan diantara masyarakat kedua negara. Baik Indonesia maupun Malaysia dihuni oleh sejumlah masyarakat yang memiliki budaya dan etnik yang relatif sama. Jika dipandang dari segi kultural historis, hubungan Indonesia dan Malaysia dapat ditelusuri sejak masa pra-kemerdekaan dari kedua negara. Sejarah sebelum dan sesudah masa colonial kedua negara sudah berhubungan erat dan keduanya mengalami lingkungan eksternal yang mempegaruhi keadaan masyarakat kedua negara relatif sama.
Adanya kesamaan bahasa, juga mendukung keeratan hubungan yang terjalin. Karena ini memudahkan masyarakat kedua negara untuk saling berkomunikasi, menghargai dan memahami satu sama laiannya. 


1 Media Indonesia, 29 Januari 2002.

Faktor agama Islam yang merupakan agama resmi dan agama mayoritas dari kedua negara ini turut serta mendukung terjalin nya ikatan moral yang erat dari kedua masyarakat negara ini. Selain persamaan budaya, bahasa dan agama yang sering diungkapkan ketika orang membicarakan Indonesia dan Malaysia, masih ada aspek lain yang masih jarang diungkapkan dalam pembicaraan persamaan antara Indonesia dan Malaysia.

Tetapi ada fenomena lain yang tidak kalah signifikan dalam mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara ini adalah fenomena tenaga kerja Indonesia (yang pada penelitian ini selanjutnya konsep ini akan disingkat menjadi TKI dengan maksud tanpa mengurangi arti konsep tersebut ) di Malaysia, baik yang datang secara legal maupun illegal. Masalah kedatangan TKI ini telah menjadi masalah untuk kedua negara yang tidak kunjung selesai dan terus berakumulasi. Mereka datang untuk bekerja di berbagai aspek ekonomi yang terdapat di Malaysia (terutama perkebunan, konstruksi, industri dan pembantu rumah tangga ). Mulai tanggal 01 Agustus 2002 diberlakukannya akta Imigresen. Akta Imigresen adalah peraturan pemerintah tentang Imigrasi yang baru akan menghukum bersalah dengan hukuman kurungan maksimum 5 tahun, denda 10 ribu ringgit (sekitar 24 juta rupiah) dan hukum sebat dengan rotan 6 kali. Hukuman tersebut dikenakan bukan saja kepada pekerja tanpa ijin tetapi juga dikenakan pada majikan/penampung tenaga keja tersebut.
Keberadaan dari pada TKI ini, tidak hanya mempengaruhi pada aspek social dan aspek ekonomi dari kedua negara. Namun masalah yang ditimbulkannya telah meluas dan mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti aspek politik dan keamanan dari kedua negara. Bagi pemerintahan kedua negara, fenomena kedatangan TKI illegal yang datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa ijin ini telah menjadi suatu issu yang mengganjal, karena kompleksitasnya yang tinggi dan mencakup banyak kepentingan serta berbagai aspek kehidupan yang ada di kedua negara. 

Para TKI illegal di Malaysia sering bermasalah dengan kepolisian Malaysia, selain bermasalah karena dokumen atau surat-surat ijin bekerja di Malaysia para TKI ini juga ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminalitas dan tindakan melawan hukum lainnya. Puncak dari ulah para TKI illegal ini adalah kerusuhan selepas bentrok dengan pihak Kepolisian Malaysia yang menangkap beberapa rekan mereka karena terlibat dalam penyalagunaan narkoba disebuah asrama pabrik Textile Hualon di nilai, Negara bagian negeri semilan. Kemudian disususl kejadian seminggu kemudian di Kampung Limau Manis, yang mengukuhkan anggapan bahwa pekerja Indonesia selalu membuat kekacauan dinegeri ini.2
Masalah TKI illegal telah menjadi masalah yang terjadi berlarut-larut antara kedua negara. Berbagai solusi permasalahan telah dicoba namun belum mendapat kan hasil, dan bersifat penyelesaian sementara seperti pemulangan masal para TKI illegal dari Malaysia. 
Kerusuhan yang dilakukan TKI diatas akan menjadi puncak dari permasalahan, apalagi dengan ancaman Malaysia akan mengurangi atau menutup diri terhadap tenaga kerja asal Indonesia yang membuat pemerintahan Indonesia juga akan membuat kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan untuk mengatasinya. 


2 Pandriono, 1999, “Liku-liku Perjalanan TKI / TKIW Tak Berdokumen ke Malaysia : Suatu Hasil Peneletian Observasi Partisipasi,Malang, Gema Press.

Mengutip ucapan PM Malaysia Mahatir Muhammad, bahwa kedatanggan pekerja ilegal itu adalah dilema dan beban yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan rakyat Malaysia “mereka datang tanpa dokumen perjalanan sah dan berbuat hal yang buruk di Malaysia ada yang membunuh dan juga menghancurkan pabrik yang sudah dibangun dengan susah payah”. Kalau pun sekarang dipulangkan atau pun hukum ditegakkan, ini salah siapa?. Peringatan sudah berkali-kali diberikan dan runding sudah berkali-kali dijalankan. Apakah masalah Negara orang perlu ditanggung oleh Malaysia? “ucap mahatir”. Jika pemerintahan Indonesia tidak segera mengatasi persoalan TKI ilegal di Malaysia, permasalahan ini juga akan menggangu tingkat angkatan kerja di dalam negeri. Masalah ketenagakerjaan ini terkait pula dengan pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia menunjukan kecendrungan naik sejak tahun 1997 hingga 1999 dan sedikit menurut pada tahun 2000. tingkat penangguran pada tahun 1999 sebesar 6,36 persen.3
Belum lagi pemberlakuan “Undang-Undang Imigrasi A 1154 Tahun 2002” oleh pemerintah Malaysia yang membuat ribuan orang TKI illegal yang bekerja di Malaysia berbondong-bondong pulang ke Indonesia untuk mengurus ijin kerja mereka atau pulang karena takut ancaman hukuman cambuk dari peraturan baru tersebut. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru berupa kebijakan ketenagakerjaan bagi para TKI yang dianggap ilegal dipulangkan agar melengkapi dirinya dengan dokumen-dokumen resmi yang sesuai dengan ketentuan berlaku di Malaysia. 


3 Media Indonesia, 29 Januari 2002.
Setelah lengkap, silakan kembali bekerja di Malaysia serta memberikan perlindungan hukum bagi para TKI yang terkena sanksi hukum di Malaysia akibat perlakuan majikan yang tidak manusiawi maupun terkena hukuman tindak kriminal lainnya. 
B. 
Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana isi dari pelaksanaan UU Imigresen baru Malaysia ?
2. Bagaimana Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia?

3. Bagaimana Pemerintah Indonesia merespon UU Imigresen baru Malaysia ?  

1. 
Pembatasan Masalah

Dari deskripsi diatas, pembatasan masalah akan ditekankan pada masalah Undang-Undang Imigrasi A 1154 Tahun 2002 Bagi TKI di Malaysia.
2. 
Perumusan masalah 

Melalui identifikasi dari permasalahan, maka diajukan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut :

“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia Dengan Adanya UU Imigresen yang Baru Bagi TKI Indonesia Yang Bekerja di Malaysia.”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian :

a) Untuk mengetahui bagaimana isi dari pelaksanaan UU Imigrasi baru                                                              Malaysia.
b) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia dalam penyesuaian diri dengan UU Imigrasi baru di Malaysia.

c) Untuk mengetahui efektifitas UU Imigrasi baru dalam menyelesaikan permasalahan TKI ilegal.
2.  Kegunaan penelitian :

a) Khususnya sebagai mahasiswa hubungan internasional diharapkan penelitian ini sangat berguna dalam melatih cara berfikir secara sistematis dalam mengamati dan mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
b) Diharapkan dapat menambah referensi penulis lain yang tertarik akan masalah ini dan memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan perbandingan. 

D.  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan dari skripsi ini, perlu dilakukan upaya pendekatan dengan cara meminjam teori, pandangan dan konsep yang dikemukakan oleh para pakar yang relevan dengan materi penelitian yang tengah dikaji. 

Seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Mas’oed, bahwa pendekatan (approach) merupakan criteria untuk menganalisa masalah yang akan diteliti dan menentukan data yang diperlakukan bagi pembuktian dalam penelitian pendekatan yang diterapkan akan sangat mempengaruhi hasil penelitian, karena pendekatan akan menentukan perumusan masalah dan pengumpulan data serta akan menuntun peneliti dalam merumuskan hipotesis, memilih metode penelitian dan menafsir data.4 


Dalam membahas topic penelitian tentang kebijakan ketenagakerjaan, penulis akan menggunakan pendekatan system. Pendekatan system sendiri merupakan cara pandang, alat analisis dan wawasan (analytical tool, analytical device and outlook) tentang sesuatu sehingga sesuatu itu bertata, berbentuk utuh menyeluruh, dan lengkap berikut seluruh factor yang turut mempengaruhinya.5

Pendekatan system ini menekankan asumsi pada negara atau organisasi politik lainnya (yang dianggap sebagai suatu system) sebagai suatu kesatuan yang memiliki karakteristik intergrasi, regularitas, menyeluruh, terorganisir, koheren, memiliki keterhubungan dan adanya saling kertegantungan antar unit.6

Karena proses dari pembuatan kebijakan ketenagakerjaan merupakan suatu mekanisme adaptasi dari sistem politik suatu negara terhadap lingkungan geopolitiknya dan dalam menentukan sarana yang tepat untuk mencapai tujuannya, maka pendekatan system paling tepat untuk digunakan dalam menganalisa kebijakan ketenagakerjaan suatu negara.


4 Mochtar Masoed, 1990, Hal. 105, Ilmu Hubungan International: “Disiplin dan Metodologi”, Jakarta, LP3S.
5 Rusadi Kantaprawira, 1990, Hal. 4, Pendekatan Sistem Dalam Ilmu Sosial: Aplikasi Dalam Meninjau   Kehidupan Politik Indonesia, Bandung, Sinar Baru.
6 Johari, J.C., 1985, Hal. 106International Relations and Politic. A Theoretical Perspective, New Delhi, Sterling Publisher Pvt.Ltd.

Sementara Rosenau mengemukakan bahwa konsepsi dalam pendekatan sistem memungkinkan kita untuk memfokuskan diri pada tindakan-tindakan negara sebagai komponen-komponen system, pada struktur dan fungsi system yang merupakan dari interaksi negara-negara atau faktor lingkungan sebagai kondisi bagi tindakan negara dan juga bagi beroperasinya sistem itu sendiri.7

Berdasarkan pendekatan system pula, maka semua hal dalam ilmu politik dapat dilihat sebagai suatu system dan dianalisis berdasarkan input dan outputnya. Untuk operasionalisasi dari pendekatan system tersebut Michael Clarke merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, mendefinisikan sistem apa yang bisa dianggap sebagai bagian bagian esensial dari suatu sistem dan terakhir karena input, proses dan output tersebut harus dimungkinkan untuk bisa diukur.8
Dikaitkan dengan penelitian yang dilaksanakan maka penulis menjabarkan pendekatan system tersebut dalam kajian penelitian ini. Penjabaran adalah pertama, dalam penelitian ini penulis akan meneliti kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap UU Imigresen yang baru bagi TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sementara input eksternal yang akan dilihat adalah pengaruh masalah TKI illegal yang melakukan tindakan melawan hukum seperti kriminalitas dan kerusuhan yang berakibat pada pemberlakuan peraturan imigrasi baru Malaysia.

7 Johari, J.C., 1985, Hal. 107, International Relations and Politic. A Theoretical Perspective, New Delhi, Sterling Publisher Pvt.Ltd.

8 Stahl, Clarke dan White, Hal 29-30, International Labour Migration: A Study of the ASEAN Countries, New York : Center for Migrations Studies, Occasional Paper.

Input internal dalam penelitian ini adalah tekanan public serta kondisi angkatan kerja dan jumlah pengganguran di dalam negeri yang menuntut penyelesaian masalah ini. Adapun output yang dianalisis oleh penulis adalah kebijakan ketengakerjaan Indonesia kepada Malaysia.


Suatu interaksi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain berusaha untuk mencapai tujuan nasionalnya, yang merupakan pelaksanaan dari politik luar negeri. Politik-politik luar negeri yang dipertemukan oleh berbagai atau masing-masing negara tersebut menghasilkan politik internasional. Politik Internasional merupakan studi tentang kebijakan luar negeri, dimana kebijakan didefinisikan sebagai keputusan yang merumuskan tujuan, menentukan preseden, tindakan-tindakan tertentu.9
Mengadopsi teori yang menyatakan bahwa politik luar negeri sebagai suatu system yang diperlukan eksternal dan internalnya.10 Politik luar negeri sebagai suatu system tidak akan terlepas dari pengaruh seluruh variabel baik eksternal maupun internal. 
Kedua variable tersebut sebagai input dalam proses pengambilan keputusan, yang melalui proses konversi akan menghasilkan output-output berupa kebijakan ketengakerjaan yang akhirnya ditunjukan untuk pencapaian tujuan nasional.

Foreign policy dapat dikatakan sebagai suatu alat untuk berhubungan dan menyatakan sikap pada pemerintahan negara lain. Yang mana James N. Rosenau membedakan politik luar negeri dalam tiga konsepsi yang masing-masing adalah satu peringkat susunan yang menghubungkan negara mereka dengan kejadian dan situasi eksternal. 



9   Holsti, KJ., 1987, Hal. 650, Politik International : Suatu Kerangka Analisis, Bandung, Bina Cipta.

10 Rosenau. James N dan Thompson. Kennenth W, 1976, Hal.18, World Politic : An Intriduction, New  York, The Free Press, A divisi of Macmilan Publishing CO.



Sebagai Chuster of Orientations (orientasi), secara umum orientasi memberikan pedoman ketika terjadi konfrontasi dengan kondisi-kondisi eksternal yang membutuhkan keputusan dan tindakan. Orientasi terdiri dari sikap, persepsi dan nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah serta keadaan yang ditandai oleh posisi negara mereka dalam internasional.

1. Sebagai Set of Commitment and Plans for Action (strategi), peringkat susunan yang menghubungkan negara dengan lingkungan eksternal mereka merupakan rencana kongkret dan kesepakatan dimana mereka mengembangkan dan mempertahankan situasi luar yan konsisten dengan orientasi dasar mereka.

2. Sebagai Form of  Behavior (aksi), merupakan tingkatan yang paling empiris dari susunan yang ada dalam politik luar negeri, yaitu aktifitas. Merupakan langkah kongkret yang resmi diambil negara dalam hubungan situasi eksternal.11
Pada dasarnya Foreign Policy akan dipengaruhi oleh input baik yang berasal dari lingkungan internal maupun ekstenal. Rosenau mengatakan bahwa input politik luar negeri didasarkan atas empat variable, yaitu :

1. Sistemik, meliputi semua aspek non-human dari suatu lingkungan ekstenal masayarakat atau setiap tindakan-tindakan yang terjadi diluar negeri yang mengkondisikan atau sebaliknya mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pejabat pemerintahannya.

11 Rosenau. James N dan Thompson. Kennenth W, 1976, Hal.16-17, World Politic : An Intriduction, New York, The Free Press, A divisi of Macmilan Publishing CO. 

2. Pemerintahan, meliputi aspek-aspek struktur pemerintahan membatasi atau meningkatkan pilihan-pilihan Foreign Policy yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Hubungan eksekutif dan legislatif merupakan contoh variable ini.

3. Kemasyarakatan, meliputi aspek-aspek non-governmental dari masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku eksternal.

4. Idiosingkratik, meliputi variable yang mengambarkaan figure khas seseorang yang berbentuk dari latar belakang sosial dan budayanya, atau sosialisasi politik yang dialaminya. Misalnya mulai dari masa pendidikan, pengalaman hidup yang pernah dialami dan nilai-nilai yang dipegangnya.


Dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara, melakukan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dewasa ini lebih didominasi oleh kerjasama dibidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi antara dua atu lebih negarabisa melalui pertukaran atau pengiriman tenaga kerja dari suatu negara pada yang memerlukan atau kekurangan tenaga kerja pad sector tertentu. Perpindahan tenagakerja atau internasional labour migration dalam level teoritis dapat dikemukakan dua aliran tentang pemikiran tentang migrasi adalah suatu tindakan yang bersifat Voluntin dan berdasarka kakulasi rasional oleh individu-individu yang berusaha memperbaiki posisi ekonomi mereka dengan merespon tingkat upah dalam sector industri modern di luar negeri. Selain itu teori ekonomi mengatakan bahwa migrasi tenaga kerja internasional bermanfaat baik bagi negara pengirim dan penerima. Namun pada umumnya kebijakan migrasi pekerja asing memaksimumkan manfaat (keuntungan) negara penerima.

Kedua, school of conflict mengatakan bahwa migrasi tidak dapat dipahami sebagai hasil dari individu melulu yang selanjutnya menghasilkan ekuilibrium antar sumber daya dan factor-faktor produksi, melainkan harus dipahami dan dianalisis dalam konteks struktur klas dan konflik. 12
Maka migrasi internasional merupakan bagian integrasi dari proses akumulasi migrasi disebabkan disekulilibrium yang dihasilkan oleh kontak-kontak financial, perdagangan dan kontak-kontak lainnya antara satuan-satuan ekonomi yang tidak sebanding, karena surplus yang dihasilkan pihak lemah dieksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Aliran konflik ini kemudian menggambarkan fenomena migrasi internasional sebagai New internasional division of labour.

Bagaimanapun ketergantungan negara pengirim terhadap penerima tenaga kerja asing cukup besar, dan sering kali menempati posisi yang lemah dalam penyelesaian permasalahan buruh internasional..
Hubungan internasional dan Malaysia dalam masalah internasional labour ini juga sangat timpang. Ketimpangan hubungan ini dapaat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja ke Malaysia sangat lemah. Pihak Indonesia tidak mampu untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintahan Malaysia terhadap TKI yang berada disana. Posisi tawar yang lebih rendah dari Malaysia membuat Indonesia tidak mampu melindungi kepentingan tenaga karja dan kepentingan nasionalnya di Malaysia.


12 Papademetriou. D.G, 1989, Hal.8-9, Uncertain Connection : Labour Migration and Development. Working Papers, Economis Development, Washington. DC, Commision for the Study of International Migration and Co-operative.

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran yang terdiri dari pendekatan dan kerangka konseptual sebelumnya, penulis mengajukan beberapa point asumsi yang membantu proses analisis, yaitu :

1. Setiap fenomena internasional, baik itu perubahan maupun perkembangan, oleh kebijakan luar negeri Indonesia akan diikuti secara seksama agar dapat diketahui apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas nasional dan bagi pemulihan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan.

2. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mendapat perhatian yang lebih mendalam. Karena hubungan kedua negara tidak hanya dilandasi oleh aspek-aspek yang dianggap formal belaka, namun didalamnya terdapat ikatan emosional yang sebagai akibat dari adanya persamaan sejarah, budaya dan kedekatan geografis.

3. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, yang mana hal ini dapat mengganggu pembangunan nasional Indonesia.

4. Masalah TKI illegal yang ada di Malaysia perlu mendapatkan perhatian khusus, mengigat hal ini telah berlangsung sejak lama (sejak tahun 1970) dan belum terselesaikan dengan tuntas. Serta masalah ini melibatkan masyarakat dari kedua negara secara langsung, yaitu mereka yang ingin bekerja untuk memperbaiki taraf hidup ke Malaysia dari Indonesia dan mereka ingin mendapatkan buruh murah dari Indonesia ke Malaysia.

5. Kebijakan ketengakerjaan Indonesia terhadap Malaysia harus mampu mengantisifasi fenomena ini untuk menjamin terlaksananya pemulihan pembangunan dan proses pembangkitan kembali setelah krisis moneter di Indonesia. Kebijakan ketengakerjaan yang antisipatif dan reaktif perlu segera dilaksanakan, megingat masalah ini merupakan masalah sangat sensitif yang menyentuh pada sendi kehidupan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Dikeluarkannya UU Imigrasi Baru di Malaysia berdampak  Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia Agar Penyelesaian Masalah TKI Ilegal Menjadi Lebih Responsif dan Adaptif  Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Ketenagakerjaan Malaysia”
Tabel. 1

Operasionalisasi Variabel
	Variabel
	Indikator
	Konsep Analisis

	Dikeluarkannya UU Imigresen Baru Yang Memuat Peraturan Ketenagakerjaan   
	1. UU Imigresen.
2. Peraturan Ketenagakerjaan.
 
	Mensosialisaikan Peraturan UU Imigresen Yang Baru Bagi TKI Yang Akan Bekerja di Malaysia.

	Kebijakan Pemerintah RI Dalam Penyelesaian TKI Ilegal dari Tahun 2003 Sampai Sesudah Tahun 2003
	1. Diplomasi RI (Depnaker) VS Malaysia.
2. Upaya Perlindungan dan Penempatan TKI.
	Upaya Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan bagi TKI di Malaysia Melalui UU Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 










Gambar. 1

Skema Kerangka Teoritis

E.   Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian


Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Metode penelitian diterapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan. Pemilihan metode merupakan hak prerogatif dari penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.


Metode deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan data satu dengan data yang lain, berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang digunakan.13 


Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi, yang digambarkan berhubungan dengan apa, siapa, bilamana dan bagaimana suatu gejala. 

2.   Teknik Pengumpulan Data


Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang membantu menjelaskan permasaalahan adalah melalui studi literature, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui library research (penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan seperti jurnal, laporan, surat kabar, textbook, artikel yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. 


Mengumpulkan data kualitatif (studi literature) dari berbagai penerbitan nasional maupun internasional seperti surat kabar, periodical, majalah, buku-buku seminar dan data-data serta terbitan bulletin-buletin, internet, ataupun catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

13  Bailey.Kenneth D, 1987, Hal. 73, Methods of Social Research, New York, Macmillan Publishing Co.
3.
Lokasi Penelitian

a. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI.

b. Bagian Dokumentasi Depnakertrans pusat, Jakarta.

c. Perpustakaan (CSIS), Jakarta.
d. Perpustakaan FISIP Universitas pasundan.

e. Perpustakaan Propinsi Jawa Barat, Bandung.

f. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan.

F.  Sistematika Penulisan

BAB I  Pendahuluan 

Berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II  Pemberlakuan UU Imigrasi Baru Di Malaysia
Berisi tentang penjelasan teori-teori tentang konsep-konsep serta latar belakang di berlakunya undang-undang imigrasi baru Malaysia.

BAB III  Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia
Berisi tentang hal-hal yang menyangkup kebijakan ketenagakerjaan Indonesia dalam penyelesaian masalah TKI Ilegal dan disesuaikan dengan isi UU Imigrasi Baru Malaysia tersebut.
BAB IV Signifikansi Pemberlakuan UU Imigrasi Baru Di Malaysia Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi kebijakan ketengakerjaan Indonesia dalam penyesuaian dengan isi UU Imigrasi dan kendalan-kendalan dalam pelaksanaan UU Imigrasi serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menselaraskan UU Imigrasi baru dengan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia dan efektifitas UU Imigrasi Baru dalam menyelesaikan permasalahan TKI Ilegal


BAB V  Kesimpulan 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang menjawab apakah hipotesis yang uji dapat diterima atau tidak. 
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Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia :





Memulangkan kembali TKI Ilegal untuk melengkapi dokumen-dokumen  resmi ketenagakerjaan di naungan Depnaker.


Melindungi TKI dengan UU Penempatan & Perlidungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.





UU Imigresen A 1154                 tgl 1 Agustus 2002  :





Memenjarakan pekerja ilegal dan majikan yang memperkerjakannya  dengan hukuman maksimal enam bulan.


Dan menghukum cambuk bagi pekerja illegal maksimal enam kali.  











Malaysia





Tenaga Kerja Indonesia








Kesimpulan :


Kebijakan Ketenagakerjaan Indoensia dalam penyesuaian diri terhadap isi dari UU Imigrasi Malaysia.








Indonesia





Kendala-kendala :


Para TKI


KBRI
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